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CPI Indonesia Tahun 2020 
turun 3 poin dari 2019 – mundur 3 tahun

37 37 43
50

International Country Risk Guide
• Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol

perdagangan, penghitungan pajak, 
perlindungan polisi, pinjaman

• Potensi atau korupsi aktual dalam
bentuk kroni, nepotisme, pendanaan
rahasia, kedekatan politik dan bisnis

Bertlesmann Transformation Index
• Efektivitas pemidanaan tipikor pada 

pejabat publik
• Kesuksesan mengontrol korupsi dan 

efektivitas penegakan integritas

23
World Justice Project
• Mengukur ketaatan satu negara

dalam penegakan hukum (rule of law)
• Mengukur penyalahgunaan

kewenangan publik pada: eksekutf, 
yudisial, polisi/militer dan legislatif 35

Global Insight (Country Risk Rating)
• Korupsi, dampaknya terhadap 

operasional bisnis (analisis penyebab 
politis & ekonomi)

• Asesmen pengalaman pebisnis dalam 
proses perjinan dan regulasi pendukung

46
World Economic Forum –
Executive Opinion Survey
• Seberapa lazim perusahaan tidak 

mendokumentasikan suap terkait impor-ekspor, 
fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, kickback 
kontrak, memenangkan putusan pengadilan?

• Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, 
individu atau kelompok terkait korupsi? 26 32

Economist Intelligence Unit/EIU 
(Country Risk Rating)
• Akuntabilitas dana publik
• Penyalahgunaan dana publik
• Pendanaan khusus yang tidak akuntabel
• Rekrutmen PNS
• Independensi badan audit
• Independensi peradilan
• Kebiasaan suap untuk kontrak

IMD World Competitiveness
Eksistensi suap dan korupsi

Varities Democracy Project 
(Baru masuk di 2017)
Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu
negara : electoral, liberal, participatory, 
deliberative, egalitarian, majoritarian 
and consensual 

PERC Asia Risk Guide
• Persepsi korupsi sektor publik :

1. Pimpinan politik nasional dan lokal
2. PNS pusat dan daerah

• Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: 
(Kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, 
perijinan, pengawasan, militer)

CPI SCORE
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sumber: TI Indonesia, 2021
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GLOBAL 
CORRUPTION 

BAROMETER 2020

TINGKAT SUAP DI 
INDONESIA NOMOR 3 
DARI 17 NEGARA ASIA

#3
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VOTE-BUYING INDONESIA

RERATA ASIA: 14%

Nomor: 2 (Nepotisme) 
setelah INDIA (46)



KLASIFIKASI

KORUPSI
UU NOMOR 31 TAHUN 1999, DIUBAH UU 20 TAHUN 2001

1. Korupsi terkait kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap

3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan dan

7. gratifikasi



JENIS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(tahun 2004 s.d 2021)
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Swasta; 308

DPR/DPRD; 274

Eselon I / II / III; 230

Lainnya; 157

Walikota/Bupati dan Wakil; 122

Kepala Lembaga/Kementerian; 28

Hakim; 22

Gubernur; 21

Pengacara; 12

Jaksa; 10

Komisioner; 7

Korporasi; 6

Duta Besar; 4
Polisi; 2

JABATAN PELAKU KORUPSI
(tahun 2004 s.d 2021)

sumber: KPK, 2021



Ott KPK
2005 – Juni 2021
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Anggota DPR/DPRD; 

274

Gubernur; 

21

Walikota/Bupati/Wakil; 

122

417 politisi

SUMBER: KPK, per 1 Januari 2021



KORUPSI

Suap

Gratifikasi

Pengadaan
B/J

Penyalahgun
aan

Anggaran
Perijinan

Pemerasan

Terkait
Pilkada



REKRUITMEN • Oligarkis
• Konvensional
• Prosedur

KADERISASI

• Jenjang Kaderisasi
• Organisasi sayap

belum sepenuhnya
jadi sumber

• Alokasi sumber daya
utk program 
pengkaderan belum
memadai

PENDANAAN

• Sumber
dana (sah) 
jauh lebih
kecil dari
belanja

• Bantuan
APBN/D 
kecil

• akuntabilita
s

• Keterbatasa
n audit BPK

Su
m

be
r: 

Ka
jia

n
Si

st
em

Po
lit

ik
KP

K,
 2

01
2

AKAR MASALAH PARPOL



korupsi
merugikan
Keuangan

negara
Pasal 2

Setiap
orang

Melawan
Hukum

Perbuatan
memperkara
diri sendiri
atau orang

lain

Merugikan
keuangan

negara atau
perekonomian

negara
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GRATIFIKASI BIBIT KORUPSI

GRATIFIKASI

• Penerima: Pegawai
Negeri/Penyelenggara
Negara

• Berhubungan dengan
Jabatan & Berlawanan
dengan Kewajiban

• Berada pada 2 ranah: 
Pencegahan dan 
Penindakan

PEMBERIAN 
DALAM ARTI LUAS



GRATIFIKASI
SUAP

PEMERASAN
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Dampak Korupsi dan 
Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
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Berdampak
negatif terhadap
pertumbuhan

ekonomi

Menurunkan
Tingkat Investasi

Menambah
beban transaksi

ekonomi

Kualitas sarana
dan prasarana

publik yang 
rendah

Menciptakan
Ketimpangan
Pendapatan

Meningkatkan
Kemiskinan

DAMPAK SOSIAL KORUPSI 
TERHADAP PEREKONOMIAN
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Kontrol Sosial

Mencari, 
Memperoleh
dan 
Memberikan
Informasi

Memperoleh
Pelayanan
dalam
pencarian
informasi

Memberikan
Saran

Mendapat
Jawaban

Perlindungan
Hukum

BENTUK PERAN SERTA MASYARAKAT

sumber: PP 43 tahun 2018
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PERLINDUNGAN HUKUM

Dalam rangka
pelaksanaan hak

Jika diminta hadir dalam
proses Penyelidikan, 

Penyidikan dan 
Pemeriksaan di 

Pengadilan sebagai
Pelapor, Saksi dan Ahli

Tidak Dituntut
Perdata/Pidana atas

Laporan TPK

sumber: UU Perlindungan Saksi dan Korban & PP 43 tahun 2018
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BAGAIMANA DENGAN POSISI 
MASYARAKAT SEBAGAI

KORBAN
KORUPSI
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Access to justice and fair 
treatment

Restitution

Compensation

Assistance

HAK KORBAN TINDAK PIDANA

sumber: Agustinus Pohan, 2020
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